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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan

karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Lampung 'fahun 2O22 dapat diselesaikan sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

Lampung T ahun 2O22 disusun dengan mengacu kepada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2OL4 tentang tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan

pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan penghargaan dan terimakasih yang tiada terhingga

disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan

dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Biro Hukum

Tahun 2O22 ini.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini masih perlu

penyempurnaan oleh karena itu kami menerima kritikan dan saran

yang membangun. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai

upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di

masa mendatang.

Bandar Lampung Februari 2023

RO HUKUM/
V LAMPUNG,

Pembina Utama Muda
NlP. 19650905 199103 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2O22 memuat akuntabilitas kinerja

berdasarkan Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2021 - 2O24 yang

didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah yang tertuang

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 sebesar

Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah), mencakup

5 (limal kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;

2. Penyediaan fasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;

4. Fasilitasi Pen)rusunan Perundang - Undangan ;

5. Fasilitasi Bantuan Hukum ;

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan di atas, setelah dilakukan analisis

kinerja diperoleh nilai capaian kegiatan sebesar IOO o/o sehingga diketahui

secara umum dapat digambarkan bahwa kineria Biro Hukum Sekretariat

Daerah Provinsi Lampung untuk kegiatan di atas dikatakan berhasil dengan

baik

Bandar Lampung Februari 2023

KEP RO HUKI]M
SET V LAMPUNG,

Pe bina Utama Muda
NtP. 19650905 199103 1 004
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Biro Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

1 .1 . Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda

penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah

saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada

peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang

berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan

kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan

teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ISAKIP).

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan

pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya

pemerintah yang baik dan terpercaya. Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilad atau kegagalan pelaksanaan visi

dan misi organisasi dalam mencapai tuiuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas lnstansi Pemerintah yang baik,

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019

LKIP Biro Hukum Setda Prov. Lampung TahLrn 2022
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(Y Biro Hukum

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Oleh karena itu keberadaan Biro Hukum sebagai ujung tombak Pemerintah

Provinsi dalam Penataan Peraturan Perundang-u ndangan menjadi sangat

strategis dan penting.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan

dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan

visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tuiuan dan sasaran

yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKNJ.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2O14

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Biro Hukum Lampung diwajibkan untuk

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah ILKIP).
Penyusunan LKIP Biro Hukum Provinsi Lampung T ahtn 2022 yang

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan

yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Biro Hukum

Keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Biro Hukum

Provinsi Lampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung

LKIP Biro Hukum Setda Prov. Lampung Tahun 2022



Biro Hukum

pada khususnya serta pembangunan Nasional pada umumnya yang

diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa lndonesia untuk

menuju masyarakat yang adil, makmur, seiahtera, mandiri dan

bermartabat. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun

2019 tentang Pembentukan dan Susunarr Perangkat Daerah Provinsi

Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2O19

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Biro Hukum mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah

provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/kota,

bantuan hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum, penyuluhan

hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah serta

Tatausaha Biro.

Tabel 1.1
Dasar Hukum Pembentukan Biro Hukum

No Uraian Kete ra ngan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

2
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
067 /2977/SJ / 2015 tentang Tindak Lanjut PP Nomor
18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2O19 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 970);

3

3
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2O19 tentang Pembentukan dan Susurran Perangkat
Daerah Provinsi Lampung
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah
Provinsi Lampung

Pada saat ini Biro Hukum memiliki Sumber Daya Manusia sebagai

pelaksana terwujudnya rujuan organisasi guna menunjang misi pemerintah

daerah, sebanyak 43 (empat puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2

PTHL, yang terdiri dari :

1

LKIP Biro Hukum Setda Prov. Lampung Tahun 2022
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(o. Biro Hukum

Tabel 1.2
Daftar Pegawai Biro Hukum

No f enis Kelamin

1 Laki Laki 6
15
1II

PTH L 1

2 Perempuan IV
III 74

1

PTII L 1

JUMLAH 45

Golongan Jumlah Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh

PUADI JAILANI,S.H.,M.H. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh

pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah

lnt:

Struktur Organisasi Biro Hukum

Kepala Biro

Analis Hukum Ahli Muda
Sub Koordinator Sub

Substansi Binwas Produk
HKWiI I

Analls Hukum Ahll Mude
Sub Koordlnator Sub

Substansi Binwas Produk
HKWiI I

Perancang Peraluran PerUU
Ahli Muda Sub Koordinator
Sub Substansi Penyusunan
Produk Hukum Pengaturan

Analis Hukun Ahli Muda
Sub Koordinator Sub

Substansi Non Litigasi
dan HAM

Perancang Peraturan PerUU
Ahli Muda Sub Koordinator
Sub Substansi Penyusunan
Produk Hukum Pengafuran

Analis Hukum Ahli Muda
Sub Koordinator Sub

Substansi Dokumentasi dan
informasiHukum

Subbag Tata Usaha

Analis Hukun AhliMuda
Sub Koordinator Sub

Substansi Litjgasi

Kabag Per Undang-
undangbn

Kabag Bantuan
Hukum

Kabag Binwas Produk
Hukum Keb/Koia

Analis Hukum Ahli l\4uda
Sub Koordinator Sub

Substansi Binwas Produk
HKWiI I

LKIP Biro Hukum Serda Prov. Lampung Tahuo 2022
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(.?. Biro Hukum

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun

2O19 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Lampung Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah

Provinsi Lampung bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

adalah salah satu Biro yang merupakan unsur staf yang berada dibawah

dan bertanggungiawab kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan berdasarkan Peraturan

Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2O14 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Biro Hukum

mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan

perundang- undangan provinsi, pembinaan dan pengawasan produk

hukum kabupaten/kota, dan banqUan hukum;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang peraturan perundang-undangan provinsi, pembinaan dan

pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan bantuan hukum;

LKIP Biro Hukum Setda Prov. Lampung Tahun 2022

I-5

Tugas pokok Biro Hukum adalah membantu Asisten Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah,

pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan

provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan

bantuan hukum.



Biro Hukum

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

peraturan perundang-undangan provinsi, pembinaan dan

pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan bantuan hukum;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pelaksanakan tugas dan kewaiiban pimpinan Biro Hukum dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural yang mempunyai

tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Peraturan Perundang- undangan

[1] Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan

pengkoordinasian penyusunan produk hukum provinsi, baik yang

bersifat pengaturan {regeling), penetapan (b eschking), naskah hukum

lain serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

[2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perencanaan penyusunan produk hukum yang

bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

b. perumusan bahan pen)rusunan produk hukum yang bersif'at

pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan

dokumentasi dan informasi hukum;

c. pengkoordinasin pen)rusunan produk hukum yang bersifat

pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan

dokumentasi dan informasi hukum;

d. pelaksanaan penyusunan produk hukum yang bersifat

pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan

dokumentasi dan informasi hukum

LKIP Biro Hukum Setda Prov, Lampung Tahun 2022
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Biro Hukum

e. penyiapan dokumen pelaksanaan penyusunan produk hukum

yang bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya,

serta pengelolaan dokumentasi dan infbrmasi hukum.

f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bagian perundang-

undangan provinsi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan,

2. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

(11 Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan,

pengkoordinasian, pembinaan, evaluasi, tasilitasi dan klarifikasi

penyusunan produk hukum kabupaten/kota

(2) Unruk melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat [1),
Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perencanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan

klarifikasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota;

b. Perumusan bahan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi

penyusunan produk hukum kabupaten/kota;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pemLrinaan, evaluasi, fasilitasi dan

klarifikasi pen)rusunan produk hukum kabupaten/kota;

d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi

penyusunan produk hukum kabupaten/kota;

e. penyiapan dokumen pelaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan

klarifikasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bagian Pembinaan dan

Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang dibdrikan oleh atasan.

LKIP Biro Hutum Setda Prov. L.ampung Tahun 2022
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Biro Hukum

3. Bagian Bantuan Hukum

(11 Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang tata usaha, Iitigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata

usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di

bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi

manusia.

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan

hak asasi manusia; dan.

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

a. Isu Strategis

Kemampuan mengidentifikasi dan mengeksplorasi isu-isu strategis

dalam pemerintahan daerah, akan mengantarkan pada sebuah

racikan strategi yang jitu. untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan masyarakat sepagai domain utama pemerintah. Hal

ini merupakan prasyarat di dalam menjalankan konsep strategic

management yang lebih, mengedepankan kemampuan

menganalisis faktor-faktor internal maupun eksternal organisasi,

a

LKIP Biro Hukum Setda Pmv. Lampung Tahun 2022
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(o. Biro Hukum

sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan strategis

yang tepat sasaran.

b. Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam

penataan dokumentasi produk hukum baik secara manual

maupun secara online jaringan informasi hukum secara integrasi

dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Penataan produk hukum daerah provinsi, pembinaan dan evaluasi

produk hukum kabupaten/kota seseuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

d. Pelaksanaan HAM, penyelesaian sengketa hukum yang ada

dipemerintah provinsi yang dilakukan atas kebijakan Gubernur.

e. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada aparat

pemerintah, pelajar dan masyarakat.

1.1. Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

ll Tahun 202O tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

LKIP Biro Hukum Setda Prov. Lampung Tahun 2022
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Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 201.4 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2O17 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perianjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik lndonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

lO.Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2021 tentang Perubahan

Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Tahun Angga ran 202L.

ll.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2027 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2O19

tentang Rencana Pembangunan langka Menengah Daerah

(RPIMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2O2O tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

LKIP Biro Hukum Setda Prov. Lampung Tahun 2022
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13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 20L7 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kineria, Pelaporan Kineria dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi

Lampung.

14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021" tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat

Daerah Provinsi Lampung.

15.Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Provinsi

Lampung Tahun Anggaran 2O2\.

1.2. Inovasi Terbaru

Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan

pem a n faatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk

keterampilan teknologisl dan pengalaman untuk menciptakan atau

memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses dan/atau sistem yang

baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan.

LKIP Biro Hukum Setda P.ov. Lampung Tahuh 2022

I - lt



(o. Biro Hukum

1.3. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lampung Tahon 2O22 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi lampung

BAB II PERENCANAAN KINERIA

2.1 Renstra 2019 -2024

A. Visi dan Misi

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

C. IKU

D. Perubahan PK [PPK] Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri Nomor 86

Tahun 2017)

3.2 Capaian IKU PD 2022

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Capaian

Kinerja Renstra 2019-2024 (lKU PPK 2022)

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA.

2022

3.5 Prestasi OPD yang diraih selama tahun 2022

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. From PPK Eselon 2,3,4

2. Matrik CCD OPD Renstra 2OL9-2O24

LKIP Biro Hukum Setda Ptov, Lampung Tahun 2022
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah "l ahun 2022

ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

2.1. RENSTRA 2019 - 2024

Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi

Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya

alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Biro

Hukum Setda Provinsi Lampung.

Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung yang

ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2O\9

sampai dengan Tahun 2024. Penetapan iangka waktu 5 tahun tersebut

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung

terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Biro

Hukum Setda Provinsi Lampung dibuat pada masa iabatannya, dengan

demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan

menjadi akuntabel.

Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Lampung tersebut ditujukan

untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan fangka Menengah Daerah (RPJMD)

Lampung T ahun 2Ot9-2O24.

Penyusunan Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Lampung telah

LKIP Birc Hu*um Lamptlng Tahun 2021
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melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan

RPJMD Lampung Tahun 2O19-2024 dengan melibatkan stakeholders

pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

fMusrenbang) RP]MD, Forum OPD, sehingga Renstra Biro Hukum Setda

Provinsi Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Biro

Hukum Setda Provinsi Lampung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum

Setda Provinsi Lampung yang merupakan dokumen perencanaan OPD

untuk periode 1 [satu] tahun.

Didalam Renja Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dimuat

program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada

satu tahun mendatang.

A. VISI DAN MISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa

mendatang. Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi

yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah

dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan

Wakil Kepala Daerah teripilh yang disampaikan pada waktu proses

Pilihan Kepala Daerah.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2Ol9-2O24 sesuai

dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

"Rakyat Lampung Beriaya"

LKIP Biro Hukum Lampunq Tahun 2021
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Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung

maka misi pembangunan daerah tahun 2019 - 2024

berikut :

1. Misi-1

2. Misi-z

3. Misi-3

4. Misi-4

5. Misi-5

6. Misi-6

Berjaya" tersebut,

ditetapkan sebagai

: Menciptakan kehidupan yang religius (agamisJ, berbudaya, aman dan

damai.

: Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan

pemerataan pelayanan publik

: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya

perlindungan analg pemberdayaan perempuan dan penyandang

disabilitas.

: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi

produksi dan konel<tivitas wilayah.

: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan

wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

: Mewuiudkan pembangunan daerah berkelaniutan untuk

kesejahteraan bersama.

Biro Hukum dalam melaksanakan visi, misi dan janji kerja gubernur

lampung melaksanakan Misi Ke 2 Mewuiudkan "Good Governance"

Untuk Menlngkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan PubliIL Satu

hal penting yang dapat mendukung dalam upaya melaksanakan visi, misi

dan janji kerja gubernur lampung mewujudkan good governance dan

reformasi birokrasi adalah kemauan politik dari seluruh iajaran birokrasi

dari tingkat pusat sampai daerah. Komitmen untuk berubah

menyesuaikan tuntutan dan kondisi masyarakat perlu terus menerus

dikembangkan

B. TUIUAN, SASARAN, tNDTKATOR

Tujuan adalah sesuatu yang akan, dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2021
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dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

isu-isu dan a nal isa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Biro Hukum

Tahun 2O19-2O24 sebanyak 1 (satu).

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator

dan target Biro Hukum Setda Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tuiuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kineria

Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

NO TUJUAN SASARAN

t1) (2) (31

1 Meningkatkan Mewuiudkan
kualitas regulasi
pelayanan yang lebih
bidang tertib, hdak
hukum di tumpang
sekretariat tindih dan
daerah kondusif

INDIKATOR
KINERJA

t4)
Persentase
rancangan
produk hukum
provinsi dan
daerah yang
diharmonisasikan

TARGET KINERJA PADA
TAHUN

2019 2021 2027 2022 ZO24

(s) (6) (7',) t8l (e)

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100Persentase
iumlah sengketa
hukum , yang
difasilitasi

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 202'l
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/O9/M.PAN /5 /2OO7 tentang Pedoman Umunr Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, Indikator Kinerja

Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum Setda

Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel2.2
lndikator Kineria Utama

Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun 2022

PENJELASAN

INDIKATOR
KINERIA SUMBER

DATA

1 Mewujudkan Persentase
regulasi yang rancangan produk
lebih tertib, hukum provinsi
tidak dan daerah yang
tumpang diharmonisasikan
tindih dan
kondusif

ALASAN
FORMULASI

/ RUMUS
PERITUNGAN

Memfasilitasi Iumlah
penyusunan produk
rancangan hukum yang
produk ditetapkan):
hukum (|umlah
provinsi dan produk
daerah hukum yang

dikaii) x 100o/o

Memfasilitasi (f umlah
Bantuan perkara yang
Hukum di fasilitasi):
Perkara (Target) x
Pengadilan TOOo/o

yang bersifat
Perdata dan
TUN

SATUAN

Persen Biro
hukum

Persentase jumlah Persen
sengketa hukum
yang difasilitasi

Biro
hukum

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2021
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D. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja

tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan

kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk

menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang

terbatas.

Dengan perencanaan kinerla tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih

baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak

terarah. Penyusunan Perlanjian Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi

Lampung Tahun 2O22 mengacu pada dokumen Renstra Biro Hukum

Setda Provinsi Lampung Tahun 2O19-2O24, dokumen Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun

2022, dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ Tahun

2022, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung telah menetapkan

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahw 2022 dengan uraian sebagai

berikut:

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2021
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Tabel 2.3
Perubahan Perianiian Kineria Biro Hukum

Setda Provinsi Lampung Tahun 2022

Target Pencapaian Kinerja Sasaran Biro Hukum Setda Provinsi

Lampung bulan Oktober sd Desember Tahun 2022 (lKU Baru), dapat dilihat

sebagai berikut :

No SASARAN
INDIKATOR

KINERIA
SATUAN

2022

REALISA
SI

CAPAIAN

o/o

1

Terwujudn
ya regulasi
yang lebih
tertib,
tidak
tumpang
tindih dan
kondusif

Persentase
rancangan
produk
hukum
provinsi dan
daerah yang
diharmonisas
ikan

Persen 100 100 100.00

Persentase
jumlah
sengketa
hukum yang
difasilitasi

Persen 100 100 10 0.0 0

PROGRAM
1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Provinsi

ANGGARAN
1.639.627.900,-

KET.
P.APRI)

P-APBD

P-APBD

Rp.

2. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum .Rp. 7.327.965.45O,-

IUMLAH Rp. 2.967.587.35O,-

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2021
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERIA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Biro Hukum Lampung selaku pengemban

amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Lampung yang dibuat

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2O14 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

(SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /lX/6lA/2OO3 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target

masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra Tahun 2019-2O24 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai

dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Biro Hukum.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala

LAN Nomor 239/lX/618/2OO4 tentang Perbaikan pedoman penyusunan

LKIP Biro Hukum Lampunq Tahuh 2022

III .I



Biro Hukum

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2O14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. Capaian

indikator kinerja utama flKUJ diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala

pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan Permendagri

nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kineria

No
Kriteria Penilaian

Realisasi Kineia

Interval Nilai

Realisasi Kineria ( %o )

1 Sangat Tinggi

2 Tinggi 76 <90

3 Sedang

Rendah 51 s65

5 Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diha rapkan.

Dalam laporan ini, Biro Hukum Lampung dapat memberikan

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing
LKIP Biro Hukum Lampunq Tahun 2022
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kelompok indikator kineria kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian

target sasaran dari masing-masing indikator kineria sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2079-2024 maupun Rencana Kerja

Tahun 2022

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan

pada Perjanjian Kinerja Biro Hukum T ahun 2022, hasil reviu dan

Indikator Kinerja Utama Biro Hukum telah ditetapkan sebanyak 1

sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian

sebagai berikut :

Sasaran ]. terdiri dari 2 indikator

3.2. . Capaian Indikator Kineria Utama (IKU) Biro Hukum 2022

Berdasarkau tujuan Biro Hukum yaitu Mewujudkan Kepastian dan

Kemanfaatan Hukum di Masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintah dengan tolak ukur indikator Persentase rancangan produk

hukum daerah yang diharmoni sasikan.

Setiap instansi pemerintah juga perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama (lKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan

instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja

utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. IKU merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tuiuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

LKIP giro Hukum Lampung Tahun 2022
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Tabel 3.2
Indikator Kineria

lJtama
Biro Hukum Selcetariat

Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2O79-2O24

NO SASARAN INDIKATOR

(2) (3)

Mewuiudkan Persentase

regulasi Yang rancangan Produk
lebih tertib tidak hukum provinsi dan
tumpang tindih daerah yang
dan kondusif diharmonisasika n

Target

(1)

dan jumlah
sengketa hukum
yang difasilitasi

A, Indikator Kineria Utama (IKU) Renstra 2oL9-2O24
Capaian Kinerja pada Rencana Strategis 2019-2024 merupakan

peralihan dari Rencana Strategi 201,5-2079. Pengukuran kinerja

mengalami perubahan sejak ditetapkannya Rencana Pembangunan

fangka Menengah Daerah IRPJMD) periode baru, sehingga kedua

indikator kinerja pada RENSTRA 2019 mengalami perubahan.

Target Pencapaian Kinerja Sasaran Biro Hukum Setda Provinsi

Lampung 2022 (lKU Baru), dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kineria

Utama Biro Hukum Lampung
Tatrun 2O22

2019

lOOo/o

2020 2021

LO00/o looo/o

2022 2023 2024

TOOo/o 7OO%o TOOo/o

No INDIKATOR i(INERIA
CAPAIAN

2r)79
CAPAIAN

2020

202t CAPAIAN
s-d. ZO2l

TERHADAP
zoz4 (o/o)

TARGET

I

REALISASI
CAPAIAN

(oh)

Petsentase rancangan
produk hukum provinsi
dan daerah yang
diharmonisasikan

o/o Vo tOOVo 1001z) 7000/0 tooolt 1000/o

Persentase Jumlah
sengketa hukum yang
d ifas il it"s i

1
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(P" Biro Hukum

Pada Rencana Strategis 2Oa9-2O24 target kineria yang telah ditetapkan

berupa persentase sudah dilaksanakan dan diupayakan sesuai target.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis CaPaian Kineria

Pada tahun 2022 target dan realisasi pada indikator sasaran

pada biro hukum mengalami perubahan menjadi 1 sasaran dengan 2

indikator dan tentu saja membawa dampak perubahan pada program

dan kegiatan pada biro hukum. Analisis pencapaian kinerja pada biro

hukum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1

Mewujudkan Regulasi Yang Lebih Tertib Tidak Tumpang Tindih Dan
Kondusif

No Indikator Kineria Satuan
Tahun 2022

r/o

Ta rget Realisasi

1
Persentase rancahgan produk hukum

provinsi dan daerah yang ciihrrmonisasikan
100 100 100ol)

Persentese Jumlah sengketa hukum yanS

difastlitast
persen 100 100 100olt

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 11 Tahuri 202O;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pem bantuan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun ZOLA tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil

Mewujudkan Regulasi Yang Lebih Tertib

Terfasilitasinya Bantuan Hukum Provinsi Lampung.

Tumpang Tindih, Kondusif dan

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022

III .5

Sasaran 1



Biro Hukum

Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2OLB tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-138 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran
2021.

II. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran diselenggarakannya Rapat Koordinasi ini
antaralain:
A. Meningkatkan koordinasi dan pemahaman Para Kepala Bagian

Hukum Kabupaten/Kota dalam menindaklaniuti perubahan
regulasi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun
202Otentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya.

B. Menginventarisir produk hukum daerah (peraturan daerah dan
peraturan bupati/walikota) yang terdampak Undang-Undang
NomorNomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja.

C. Melakukan perubahan/penyesuaian dibidang produk hukum
daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati/walikotaJ
melalui pendekatan Omntbus Law.

Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprov. Lampung adalah sebesar

100o/o dari target yang direncanakan dalam Renstra yaitu TOOo/o,

sehingga Persentase Capaian Kinerlanya adalah 100%o.

Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprov, Lampung sebesar 100olo tak

terlepas dari beberapa faktor berikut:

tr

LKIP Eiro Hukum Lampung Tahun 2022
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TABEL PROGRAM /KEGIATAN DAN FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT SERTA
SOLUSI
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

FAKTOR
PENDUKUNG/PENGHAMBAT

PRocRAM/
KEGIATAN

KEGIATAN
PENDUKUNG

3 4L 1

FAKTOR PENDUKUNG
1. Penyuluhan Hukum terpadu
yang di Kabupaten/Kota

1. Agar dapat ditempatkan
SDM yang menguasai
terhadap Penyuluhan
Hukum Te du.

2. Pembinaan terhadap L5
Kabupaten/Kota pada
ke atan KKP-HAM

2. Lebih meningkatkan
Rakor terhadap Perangkat
Daerah Terkait

3. Terlalinnya Koordinasi
dengan Perangkat Daerah
terkait Pelaporan Rencana
Aksi HAM Provinsi Lam un

FAKTOR PENGHAMBAT
1. Terbatasnya SDM yang ada
di Biro Hukum
2. Terbatasn ranA

PROGRAM
FASILITASI
DAN
KOORDINA
SI HUKUM

Fasilitasi
Penyelesaian
Masalah non
Litigasi dan
HAM

FAKTOR PENDUKUNG

3. Sulitnya meminta data
terkait Laporan RAN-HAM
(Rencana Aksi Nasional Hak

1. Mengoptimalkan
Koordinasi Biro Hukum
kepada Unit 0rganisasi
berkaitan dengan
permasalahan hukum yang
dihadapi sebagai suatu
Earl Warnin S

Asasi Manusia

m
1. Ada pemetaan
Permasalahan Hukum di
Provinsi Lampung

2. Tersedianya SDM, sarana
dan prasarana guna
menuniang pelaksanaan
ke tan Liti

Fasllitasi
Penyelesaian
Masalah
Hukum

FAKTOR PENGHA BAT 3. Perlu adanya evaluasi
terhadap realisasi kegiatan
agar penyerapan anggaran
da at sesuai den n

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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outputnya

1. Terbatasnya SDM dan
Sarana Prasarana Sub Bidang
Litigasi
2. Terbatasnya Permintaan
Anggaran Kegiatan
FAKTOR PENDUKUNG

1. Peralatan Kantor tersedia
dan jaringan internet yang
bagus

Fasilitasi
Penyusunan
Produk
Hukum
Pengaturan

1. Agar dapat ditempatkan
SDM yang memiliki
pendidikan dasar Sarjana
Hukum yang memahami
penyusunan produk Hukum
Pengaturan dan
Pengadministrasi pada Sub.
Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Pengaturan.

1. Terbatasnya SDM yang
memahami penyusunan
produk hukum Pengaturan
dan Pengadmin istrasi pada
sub Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Pen furan

YE wai

FAKTOR PENGHAMBAT

1. Komputer dan Printer

Perundan -U nda
2. Kuran Jumlah SDM

2, ATI(
3. Laptop
FAKTOR PENGHAMBAT

n

Fasilitasi
Penyusunan
Produk
Hukurn
Penetapan

2. Mengikuti Diklat Legal
Drafter

3. Sumber Daya Manusia
belum mengikuti Diklat Legal
Drafter

1. Draft Produk Hukum yang
masuk masih belum sesuai
dengan tata naskah, peraturan

FAKTOR PENDUKUNG

1. Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi Kabupaten/Kota
2. Konsultasi Pengentbangan

JDIH Biro Hukum Provinsi ke
BPHN Pusat
FAKTOR PENGHAMBAT
1. Kurangnya SDM

Pendokumen
tasian
Produk
Hukum
Naskah
Hukum
Lainnya

2. Tambahan Tena ga IT

1. Perlu adanya Diklat dan
Peningkatan Pelayanan

Evaluasi FAKTOR PENDUKUNG

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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Evaluasi Raperda Paiak
Daerah dan Retribusi
Daerah Katru ten Kota
1. Undang - Undang Nomor12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Peru n da n g- U nda nga n
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah
Penggganti Undang - Undang
Nomor 1.3 Tahun 2022.

1, Agar dalam pelaksanaan
Evaluasi Gubernur diberi
Kewenangan secara penuh,
tidak perlu ke pusat.

3. Undang- Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah
Nomor L2 Tahun 2017 tentanH
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
5. Pasal ayat [2J huruf d
Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2018 rentang
Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerimah Pusat.
6. Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Kekayaan
Daerah.
7. Pasal 15 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomqr 105
Tahun 2016 tentang Evaluasi

2. Pasal32S Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Ci ta Ke a,

LKIP Biro Hutum Lampung Tahun 2022
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Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah
te ntan Retribusi Daerah.

1. langka waktu penyampaian
hasil evaluasirancangan
peraturan daerah
kabupaten/kota tentang pajak
daerah dan retribusi daerah
oleh Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian
Keuangan, belum dapat
dicapai sesuai iangka waktu
yang ditetapkan yaitu selama
15 (lima belas) hari terhitung
seiak rancangan peraturan
daerah Kabupaten/Kota
tentang pajak daerah dan
retribusi daerah diturima.

L Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12Tahun 2O21
tentang Peraturan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai

Wahl Pemerimah Pusat.
9. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018

FAKTOR PENGHAMBAT
Evaluasi Raperda Paiak
Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten/Kota

t.?

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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2. Atas keterlambatan jangka
waktu penyampaian hasil
evaluasi rancangan peraturan
daerah kabupaten/kota
tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, peraturan
perundang - undangan tidak
memberikan/mendelegasikan
kewenangan kepada Gubernur
untuk menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagai
dasa r bupati/walikota untuk
menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
dan tetap menunggu hasil
evaluasi Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian
Keuan n

ra.Ne

I'

ll

rl
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3. Atas keterlambatan
dimaksud berdampak kepada
tidak optimalnya pemungutan
pendapatan daerah
dikarenakan dalam
pelaksanaan pemungutannya
harus mempunyai dasar
hukum yang mengikag dan
adanya penjatuhan sanksi
administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan
selama 6 (enam) bulan kepada
bupati/walikota apabila
melakukan pungutan yang
tidak ada dasar hukumnya
serta hasil pungutan wa jib
disetorkan seluruhnya ke kas
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FAKTOR PENDUKUNG

4. Sistim Aplikasi Penyusunan
Produk Hukum Daerah yang
telah dibangun oleh
Kementerian Dalam Negeri
dalam bentuk e-Perda masih
belum berjalan secara
maksimal, dimana pemberian
notifil<asi kepada PIC
kabupaten/kota yang
mengusulkan permintaan
fasilitasi bersifu t langsung
kepada pengusul ( pemerintah
kabu paten/kota ), sementara
pemerintah provinsi selaku
fasilitator tidak diberikan
notifi kasi sehingga pemerintah
provinsi tidak mengetahui
secara pasti waktu
penyampaian fasiliusi oleh
pemerintah daerah
kabupaten/kota. Hal ini
berdampak terhadap jangka
waktu pelaksanaan fasilitasi
yang telah ditetapkan,
sehingga menimbulkan
perdebatan antara pemerintah
daerah provinsi dengan
pemerintah daerah
kabu aten kota,

Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, Rancangan
Peraturan Bupati/Walikota
dan Rancangan Peraturan
DPRD
1. Undang - Undang Nomorl2
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terak[ir dengan
Peraturan PemerinEh
Penggganti Undangr Undang
Nomor 13 T ahun 2O22.

1. Agar Pemerintah
Kab/Kota berkomitmen
dalam pelaksanaan
Peraturan Per-UU dalam
rangka penyusunan
Program pembentukan
Peraturan Daerah yaitu
dilaksanakan sebelum
penetapan APBD tahun
berkenaan.

LKIP Biro Hukqm Lampung Tahun 2022
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2. Pasal 375 Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Ci ta Ke a.

2. Memberi kesempatan
kepada ASN lingkup Bagian
Binwas/Biro Hukum untuk
mengikuti diklat
penyusunan rancangan
Peraturan Per Undang-
Undangan.

3. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Ncmor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaiman
Telah Diubah Dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun
2018.

FAKTOR PENGHAMBAT
Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, Rancangan
Peraturan Bupati/Walikota
dan Rancangan Peraturan
DPRD
1. Dalam perencanaan
penyusunan dan penetapan
program pembentukan
peraturan daerah
(Propemperda), maslh
terdapat kabupateny'kota yang
menetapkannya setdlah APBD
tahun berkenaan ditetapkan
sehingga berdampak pada
penganggaran.

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubcrnur Sebagai
Wakil Pemerimah Pusat.
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2. Masih terdapat
kabupaten/kota yang
menetapkan Propemperda
melebihi realisasi
Propemperda yang telah
ditetapkan pada tahun
sebelumnya dengan
penambahan paling banyak
25o/o dua uluh lima e rsen
3. Masih terdapat
kabupaten/kota yang tidak
memasukan kembali
Propemperda pada tahun
sebelumnya yang belum
selesai dibahas, kedalam
Propemperda tahun
berkenaan dan melakukan
pembahasan pada tahun
berkenaan sehingga
berpotensi menimbulkan
inefi siensi dan duplikasi
anggaran serta berdampak
pada tidak dapat dilakukannya
fasilitasi oleh Gubernur
mengingat tidak tercantum
pada Propemperda tahun
berkenaan.
4. Masih terdapat
kabupaten/kota yang
melakukan fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah,
Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota dan
Rancangan Peraturan DPRD
yang materi muatannya belum
dibahas pada pembicaraan
Tingkat I maupun pembahasa n
pada lingkup perangkat
daerah, hal ini tergambar dari
hasil pembahasan yang tidak
disampaikan pada saat
dilakukannya fasilitasi oleh
Gubernur.

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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5. Masih terdapat
kabupaten/kota yang
melakukan fasilitasi
Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota yang tidak
dilengkapi dengan Program
Pembentukan Peraturan
Kepala Daerah
(Propemperkada) dan tidak
dilakukan pembahasan di
tingkat perangkat daerah dan
terkesan bahwa perangkat
daerah yang membidangi
penyusunan produk hukum
hanya meneruskan usulan
perangkat daerah kepada
Gubernur untuk dilakukan
fasilitasi dan hasil fasilitasi
Gubernur diiadikan sebagai
pedoman dalam rangka
perbaikan dan

n enl rnaan.
6. Dalam penyusunan Naskah
Akademik Rancangan
Peraturan Daerah
kabupaten/kota oleh pihak
ketiga, masih dijurnpai
keluaran berupa Rancangan
Peraturan Daerah yang
bertentangan dengan
peraturan perundang-
undangan dan kewenangan
daerah.

lll
'l rI
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1. Faktor Pendukung :

a. Adanya dukungan dana yang tersedia;

b. Adanya SDM yang tersedia:

c. Struktur organisasi yang ielas;

d. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan

2. Kendala

a. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Biro Hukum masih

kurangmemadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;

b. Belum adanya SDM yang berbasiskan IT dan Tenaga

PengkajianProduk Hukum Peraturan perundangan-undangan

c. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bagian;

d. Beban kerja yang tidak seimbang pada masing-masing pegawai

3. Saran

Keberhasilan program kerja terutama dalam pencapaian target

bukan hanya tanggung jawab Dinas/Badan/Biro namun merupakan

tanggung jawab bersama antara unsure pemerintah, swasta,

akademisi, serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai

targetnya harus ada kerjasama yang baik antara unsur

pemerintahan, swasta, akademisi, serta masyarakat.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahur. 2022 pelaksanaan program dan kegi:rtan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target

kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

dianggarkan melalui Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah

(APBDJ Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah

sebesar Rp. 3.25O.0OO.OOO,- se{angkan realisasi anggaran

mencapai Rp. 3.184.941.945,- atau dengan serapan dana APBD

mencapai 98olo. dengan demikian dapat dikatakan tahun ZO22 Biro
Hukum Provinsi Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp.

I

I

ir

I
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65.OS4.O55.- (2o/o) anggaran yang tidak terealisasi adalah perjalanan

dinas yang tidak dapat terlaksana karena covid 19 dan anggran

tersebut masih ada di kas daerah

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan

pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Misi Renstra Biro

Hukum Setda Provinsi Lampung pada tahun 2022 dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Biro
Hukumsetda Provlnsl Lampung

Tahrln 2O22

No
Nama Program /

Kegiatan

PROGRAM
PENUNIANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kineria
Perangkat Daerah

A

1

Anggaran Realiasi Persentasi

83.320.600.- 58.11%t43.370.200.-

2
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

7.373.O't r.700.- 1.361.833.751.- 99.L80/o

3

Penyediaan lasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

L23.240.OOO.- 119.100.OOO.- 96.640/o

B
PROGRAM FASILITASI
DAN KOORDINASI
HUKUM

1
Fasilitasi Penyusunan
Perundang - Undangan

743.430.900.- 689.893.400.- 92.7 4o/o

Fasilitasi
Hukum

Bantuan
584.134.550.- 583.525.900.- 99.89o/o

TOTAL 2.967.5A7.35I),- 2.f,37.673.65L.- 9S,620/o

Z
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1.2 Efisiensi dan Efektivitas
Perincian penggunaan anggaran pada setiap misi dan indikator kinerja utama PD berdasarkan dokumen

realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung per Februari 2023, adalah sebagai

berikut:

ry
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(.?, Biro Hukum

TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN

Sasaran
IKU tsrzo)
Satuan

100

Sasaran

Target
100

2020
Realisasi

100
Capaian

100

2021
Realisasi

100
Capaian

100
Target

100

2022
Realisasi

100
Capaian

100

Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang 0iharmonisasikan dan Pelayanan Bantuan Hukum yang Difasilitasi

Porsentase Produk Hukum Daerah yang Oiharmonisasikan dan Pelayanan Bantuan Hukum yang Dlfasilitasi

Tahun

Target
100

20't9
Realisasi

'100
Capaian

100



Biro Hukum

CAPAIAN KINERIA BIRO HUKUM TAHUN 2022

A. KEGIATAN PERUND,,IN(;-tiNDANGAN

I, KEGIATAN PENYTISI]NAN PRODTIK HUKTIM DAER{H

Dalam pernbentukan Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang

harus dilalui oleh organ pembentuk peratuan perundang-undangan agar peraturan perundang-

undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan

)'ang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suafu peraturan perundang-undangan cacat secara

formil. Tahapan Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pembentukan peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tafun 2022 yang menyebutkan bahwa Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang

mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan.

Produk hukum daerah dibagi atas.

l. Berbentuk Peratuan meliputi Peratumn atau nama lainnva, Peraturan Kepala Daerah,

Peraturan DPRD

2. Berbentuk Penetapan meliputi Keputusan Kepala Daerah. Koputusan DPRD, Keputusan

Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dasar hukum:

l. Undang-Undang Nomor i2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahw 2022 tentang Hubungan Keuangan

AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk

Hukum Daerah sebagaimana telah diubah denlqn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018;

LKIP Bi.o Hukum Lampung Tahun 2022
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(?. Biro Hukum

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk

Hukurn Daerahi

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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6. Perahran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan

7. Peraturan Peraturan Gubemui Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Lampung.

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan penyusunan Produk Hukum baik Peratuan

Daerah maupun Peraturan Gubemur, antara lain:

1. Rapat-rapat pembahasan dilaksanakan dalam rangka harmonisasi terhadap Rancangan

Peraturan Daerah yang disusun.

a. Rapat Pembahasan Rapergub tentang Peraturan Gubemrrr tentang Perubahan Atas

Peraturan Bubemur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tenlang Pedoman

Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung

b. Rapat terkait dengan Hasil fasilitasi Raperda tentang Pengelolaan Hutan dan terkait
dengan hasil RDP Raperda tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

LKIP Biro Hukom Lrmpung Tahun 2022
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c. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubemur Lampung tentang Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas

d. Rapat Pembahasan Rapergub tentang Pedoman Penyelenggaraan Proglam Kelola
Mandiri Irigasi Bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air

2. FGD Naskah Akademik yang dilaksanakan iiada hari Kamis tanggal 10 November 2022
bertempat di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung yang diikuti oleh seluruh
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dibuka oleh

I

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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Biro Hukum

o I Tahun 2022
29 November

2422

l2Tahun 2022
30 Desember

2022

Anggaran 2022

Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Provinsi Lampung

Pendirian Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan
Terbatas (PT) Lampung
Sarana Karya
(Perseroan Daerah)

LD No. 12
TLD No. 534
Reg No (13-2911
2022)

Biro
Perekonomian

Biro
Perekonomian

10

11

12

2. Peraturan Gubernur Lampung, sebanyak 49 Peraturan Gubemur

3. Keputusan Gubernur sebanyak 667 Keputusan

4. MoU/naskah pe{anjian sebanyak 33 MoU/naskah perjanjian

5. lnstruksi Gubemur sebanyak 20 lnstruksi Gubemur

LD No.9
TLD No. 532
Reg No. (10-2071
2022)

DPRD

l0fahun 2022
16 Desember

2022

Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung

LD No. 10
TLD No 533
Reg No. (12-2681
2022)Tahun Anggaran 2023

BPKAD

11 Tahun 2022
25 Desember

2022

Pendirian Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan
Terbatas (PT) Lampung
Energi Berjaya
(Perseroan Daerah)

LD No. 11

TLD No. 532
Reg No. (11-2571
2022)

LKIP Eiro llukuDr Lampung Tahun 2022
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Biro Hukum

2..JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Anggota JDIH Nasional yang ada di Provinsi Lampung:

1. Biro Hukum Setdaprov. Lampung

2. Seketariat DPRD Provinsi Lampung

3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kota se Provinsi Lampung

4. Seketariat DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung

5. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Provinsi Lampung

Ienerima Kunjungan l(epala Pusat JDIH Nasional

BPHN(Bpk Nopli. SH, M.Hum)

_i*

ft*

Nlendampingi Bapak Sekdaprov Lampung menerima Kunjungan Kepala pusat
JDIII Nasionat BPHN @pk Nopli, SH, M.IIum)

t-

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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Biro Hukum

Asisten Administrasi Umum (Bapak Dr. Senen Mustakim, M Si) yang didampingi oleh
Kepala Biro Flukum Setdaprov Lampung dengan Natasumber berasal dari:
a. Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bapak R. Setyarto/Koordinator Penyelarasan

Naskah Akademik BPNH tlengan judul materi Kudlitas Naskah Akademik |v(enladi
Kunc i Ke b er has i I a n P e nyusuna n P e ra turan Daera h)

b. Akademisi Fakultas Hukurn Unila
o Agus Triono, SH, MH, PhD. dengan julul materi Menp:enal Problem Solving

Methodolopy berdusarkun analisis RIA dan ROC(lPl)
o Ade Arif Firmansyah, SH, MH dengan (lrgensi Pe nvusunan Naskah Akutlemik

da I am P e ny us tuun Ranc an gan P e ral t/ran Dae ru h.

c. Akademisi Fakultas Hukum UBL (Dr. S. Endang Prasetyawati, SE, SH, MH. Dengan
julul nmteri Pedonrun l'enyusunan Naskah Akademik)

Maksud dan Tujuan pelaksanaan FGD adalah:
a. Maksud FGD adalah dengan FGD ini akan dapat memberikan pemahaman kepada

Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait dengan penyusunan Naskah Akademik
dan pentingnya Naskah Akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

b. Tujuan dilaksanakan FGD untuk memberikan perrjelasan kepada organisasi perangkat
daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda
tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat
tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat
sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan
Perancang Peraturan Perundang-undangan

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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Biro Hukum

3 Rapat Pembahasan Penyusunan Program Pembcntukan Peraturan Kepala Daerah
(Propernperkada) Tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022
bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Komplek Kantor Gubernur Lampung yang dihadiri
kurang lebih 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah yang banvak men)rusunan Peraturan
Gubemur.

I

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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Produk hukurn Provinsi Lampung yang disusun tahw2022 sebagai berikut:
1 . Peraturan Daerah, sebanyak 12 Peraturan Daerah dengan uraian sebagai berikut

1

KET

Biro
Perekonomian

DPRD

BPKAD

BPKAD

2

4

7

NO/TGL
PERATURAN TENTANG NOMOR REGISTER

DPRDLD No1
TLD No. 524
Reg No. (1-181 2022)

1 Tahun 2022
25 Februari

2022

2lahun2022
8 Agustus

2C22

LD No.3
TLD No. 526
Reg No. (4-981 2022)

Biro
Perekonomian

3Tahun2022
I Agustus

2022

Pendirian Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan
Terbatas (PT) Simpul
Trans Lampung
(Perseroan Daerah)

Pendirian Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan
Terbatas (PT) Wisata
Lampung lndah
(Perseroan Daerah)

LD No.4
TLD No. 527
Reg No. (5-gSl2022)

4Tahun2022
I Agustus

2022

5 5Tahun 2022
6 September

2022

Sistem Pertanian
Organik

LD No.5
TLD No. 528
Reg No. (6-100/
2022)

b DPRDPengelolaan Kehutanan6Tahun2022
11 Oktober

2022

7 Tahun 2022
11 Oktober

2022

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun
Anggaran 2021

LD No.7
TLD No. 530
Reg No. (8-169/
2022)

LD No.6
TLD No. 529
Reg No. Hasil
Evaluasi

8 I f ahun 2022
12 Oktober

2022

Perubahan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah Piovinsi
Lampung Tahun

LD No.8
TLD No. 531
Reg No. (9-172l
2022)

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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NO

Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan

Pendirian Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan
'ferbatas (PT) Bumi
Agro Lampung
Sejahtera (Perseroan
Daerah)

LD No.2
TLD No.525
Reg No. (3-9712022)

Biro
Perekonomian



Biro Hukum

Pelalaanaan Rakor JDIH Provinsi Lampung yang dihadiri oleh Kab/Kota Se

Provinsi Lampung dan PTN/PTS di Provinsi Lampung yang telah menjadi
anggota JDIH

t::

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung No. c/637 /8.O3/IlI(/2022 Tahun 2(J22 Tentanrg
Pembentukan Pengelola Perpustakaan Hukum faringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung

PERPUSTAKAAN HUKUM BIRO HUKUM
(Lantai I Kantor Gubernur LampungJ
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Biro Hukum

Ruang Baca Perpustakaan Hukum f DIH Biro Hukum Setdaprov
Lampung (Bertempat di Ruang Biro Hukum Lt. I)

)
8elAKHIAl(

JDIH
LAIIIPUNG

LKIP Biro Hukum Lampung Tahuh 2022
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B. BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA

a. Mengidentifikasi dan menginventarisir rancangan peraturan daerah,
rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan
oleh Bupati/Wal ikota.

Peta Capaian Fasilitasi Produk Hukum Daerah Th.2022

2022

70

156

PERWALI 74

Peta Ca aian Kine a Nomor R ster Peraturan Daerah Kab Kota Th.2022

2022

11

10

66

2021JENIS
PERATURAN

PERDA 4?

1zoPERBUP

3

NAMA

KAB/KOTA

BANDAR

LAMPUNG
5

TANGGAMUS

TU LANG

Biro Hukum

b. Melakukan pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah,
rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota agar tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan instansi terkait.

d. Merumuskan saran/rekomendasi Gubernur atas rancangan
peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan
rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ka bu p ate n / l(o ta.

2021



(Y Biro Hukum

11

10

Rapat ldentifikasi dan Analisis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
TahunAnggaran 2022

7

4

9

BAWANG

7LAMPUNG

TIMUR

12PESAWARAN

LAMPUNG

TENGAH

WAY KANAN

10

4

7LAMPUNG

UTARA

6LAMPUNG

SELATAN
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Biro Hukum

Dokumentasi Rapat Koordinasi

Dalam Rangka lmplementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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Biro Hukum

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022

IIt - 25

\_

I
:.{

|'

t

-l

a:-,aE
9

1,r

i{{-

lu-

!{>-
{

o

:' 1
i

o

+-

\aa

'L-;

I



Blro Hukum

-rF!I-\ L=.J
-,1 E

YIt..':e

L- _:

| .,.

4

:A

rral

I
\

,ae
_f

-

*

-8

siJ

trtlLt.\
t'
i
I

":1, z>fi g:
,

/t

LKIP Biro Hukum bmpung Tahun 2022

I-26



Biro Hukum

d

I

Rhr

I

-

fr
o

.-\

..f
*;r.t

-:
{*

r 'i
{

s.
i'.+ o

. _ .6.,:'

i

o

,t

i.

l:r

-E
i"

h' . '',.1'lIt
.,4 -

il

--4' 'd

I
:--s

l: d-i IF .,1
,: "'H l-:r'<;-:; T

'l



\it
I

n
u

Dal6m ;i."19ka lmP lementasl

Undang -Un.ling Nomor'l Tahun 2022

Tentang Fubu:rgan Keuangan Antara

rintah Pui it Dan Peme rintah Daera
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Biro Hukum

1. KEGIATAN NON LITIGASI/PENYULUHAN HUKUM TERPADU

1. Penyuluhan dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi

Lampung "fahun 2022 yang terdiri dari Unsur Kepolisian Daerah Lampung, Unsur

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampun& Unsur Pengadilan Tinggi Agama

Lampun& Unsur Badan Pertanahan Nasional Wilayah Lampung, Unsur Biro Hukum

Setda Provinsi Lampung.

2. Penyuluhan Hukum Terpadu tahun 2O22 diadakan di 4 [empatJ Kabupaten/kota yaitu

Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji dan Kota Metro.

3. Penyuluhan hukum dimaksud diselenggarakan dengan tema "Mewuiudkan Masyarakat

Pedesaan Yang Cerdas Hukum Menuiu Lampung Berraya". Metode Penyuluhan Hukum

dilaksanakan dengan cara tatap muka dalam bentuk pemnparan materi, diskusi dan

tanya iawab. Materi penyuluhan terdiri dari : Tindak Pidana Ringan dan Keadilan

Restoratif (Kepolisian Daerah Lampung), Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Badan

Narkotika Nasional Provinsi Lampung), Pemberian Hak dan Penetapan Hak Dalam

Kegiatan Peftanahan (Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung), Upaya-Upaya

Melakukan Antisipasi TinBBinya Angka Perceraian (Pengadilan Agama Provinsi

Lampung).

Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretarlat Daerah Provlnsl
Lampung Hari Selasa tanggal 7 November 2022 dl Aula Masild lslamik

Center Kabupaten Tulang Bawana

.ra!L

LKIP Biro ll mpung Tt 2022
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(.o. Blro Hukum

Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretariat Daerah

ProvinsiLampung Hari Rabu, Tanggal 2 November 2022 di Aula
Kecamalan

Sukahario Kab oaten Prinosewu

G\l! d= 7 *t

ry
t
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Biro Hukum

Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung Hari Selasa, Tanggal 15 Novembe( 2022 di Aula Gedung GSG

Taman KeaneLaraqaman Eavati Kabupaten Mesuii

tl
1l !, ll I

Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretariat [iaerah Provinsi
Lampung Hari Selasa, Tanggal 29 Noyembet 2022di Aula Kelurahan Mulyo

iati Kota Metro

lll - 32
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Biro Hukum

PELAKSANAAN KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM.
o Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak asasi Manusia I RAN-

HAM) Daerah termasuk Tugasnya Biro Hukum,yang pelaksanaannya
selaras dengan kebijakkan nasional

o Pelaksanaan Kabupaten Kota Peduli Ham (KKP HAM) adalah salah
satu program pemerintah yang meniadi sarana bagi Pemerintah
Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh
bagi warga Negara lndonesia dan sekaligus pula sebagai mekanisme
pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban
HAM nya.

. Kabupaten/KotA Peduli HAM diselenggarakan terhadap 514
Kabupaten/Kota di seluruh lndonesia.Semua Kabupaten/Kota dapat
memenuhi kreteria KKP HAM dan menyampaikan Laporan
pelaksanaan KKP HAM sesuai dengan prosedur yang dijelaskan
didalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2O2l dan Petuniuk
Pelaksana dan Petunjuk Tehnis ini.

Pada Tahun 2021 Provinsi Lampung Mendapat Penghargaan sebagai
PEMBINAN 6OOlo ATAU LEBIH DAERAH KAB/KOTA PERDULI HAK ASASI

MANUSIA PADA TAHUN 2O21 dengan berhasil membina 12 Kab/Kota
perduli HAM dari 15 Kab /Kota yang berada di Provinsi Lampung
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MENTERI HUKUM OAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBL!K INOONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN
KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

NOMOR: M.HH-O3.HA-O2,Ol Ol TAHUN 2022
Dib€nkan kopsdal

GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG
SEBAGAI PEMBINA 607" (ENAM PULUH PERSEN) ATAU LEBII]

OAERAH KABUPATEN/KOTA PEOULI HAK ASASI MANUSIA P/\OA IAI ' , 
']O21Jakarta, 5 Dos6ftber 2022

G..,,,.,*."""..



Biro Hukum

l4

rr

LKIP Biro Hukur Lampung Tahun 2022

III - i4

{
-;1t,

'-7

cli,. '

o

(w,t^,c,)

I
o*t

I

, KOTA TEDT'U IIAM

t,*a fi-
;'a.

,'i- ,A,-;.*,! ' ,

-*/r't-

- :f.

.1

I

fr
EARI

rn;ri rr€r

.*"..
'-..' )-:-, {

A SEDUNIA
2

{| Mcnttitr tn

? 6
F--l

i:t!



Biro Hukum

2. KEGIATAN LITIGASI ( BANTUAN HUKUM )

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan didaerah tidak menutup
kemungkinan timbulnya gugatan perkara hukum yang ditujukan kepada
Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga
pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat
maupun .perorangan. Dengan adanya perkara hukum tersebut perlu
adanya penanganan secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa di
Pengadilan. Perkara hukum dimaksud meliputi perkara perdata dan TUN

Bahwa Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar
pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kuasa hukum di sini
dapat dikuasakan kepada kuasa hukum pemerintah daerah (PNSS/ASN)
pada biro/bagian hukum, kejaksaan, ataupun advokat Biro Hukum di
beri l<ewenangan Penanganan Perkara Hukum Perdata/ TUN di
lingkungan Provinsi Lampung sedangkan Penanganan Perkara Pidana
pada Biro Hukum berupa pendampingan dalam proses penyelidikan dan
penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil
Gubernur dan CPNS/PNS

DATA PENANGANAN PERKARA HUKUM TAHUN 2022

PN/PTUN

1.

2

3IGI2O22/PTUN.BL

1IIGI2O22IPTLIN.BL

9IGI2022IPTUN.BL

Gugatan perihal SK.
Gubernur tentang
hukuman disiplin

penundaan kenaikan
pangkat.

Gugatan perihal SK.
Gubemur tentang

PAW Anggota DPRD
Lanpung Brat

Gugatan perihal SK.
Gubemur tentang

UMP(UpahMinimum

PiUN-BL

rTUN-BL

PTUN-BL

Kasasi

Gugatan Dicabut

Kasasi
3

N

o
NO PERKARA

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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11

6

7

18lPdt.Gl2022lPN.Kla

82/Pdt.Gt2022lPN.]jk

20tG/2020lPTLrN.BL

154/B/2020/PTUN-
MDN

t6lPdt.Gl2022lPN.SDN

Gugatan perihal PMH
tentang pencemar,an

polusi akibat dari
ledakan tambang batu

split oleh PT.Batu
Malmur yang

berdampak kepada
Iingkungan Desa Kali

Balau

Gugatan
penyerobotan tanah

milik Pemprov
I-ampung di Sabah

Balau

Gugatan perihal
SK.Gubemur tentang

pembebanan
penggantian keiugian

daerah.

Gugatan perihal SK
Gubemur Lampung dg

PTDH

Gugatan perihal PMH
tentang Sengketa

Tanah Mawarakat
trans Pram*al

Kec. Sukadana Lam-
Tim

\

PN. Kla NO

8

PN.
lj.Karalg

PPTUN-B L

PTLTN -BL

Sukadana

Kesimpulan

Inliracht

lnkracht

NO

9

PN

li

lr

, t.l

I -36lir
1i,

l.tI

:r

r.l

10
26tGt2022lVTtIN,BL i

Gugatan perihal
SK.Gubernur tentang
P,{\Y Anggota DPRD

, \Yal Kanan

Fff!N.BT, Banding

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 202
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AsirL Kec.Tanjung
Bintang Lam-Sel

NO

Sidang Agenda saksi Perkai'a No. 26/G/2o22/PTUN.BL
cugatan perihal SK.Gubernur tentang PAW Anggota DPRD Way Kanan

23lPdt.-
Sos.Pol/2022lPN.kot

Gugatan psrihal PMH
atas keputusan tentang

panbebastugasan
anggota DPRD PDIP

Pringsewu

fl

LKIP Biro Hukum Lampung Tahun 2022
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Biro Hukum

Sidang Perkara No. 23/Pdt.-Sos.Pol/2O22/PN.kot cugatan perihal PMH
atas keputusan tentang pembebastugasan anggota DPRD PDIP

Pringsewu

Sidang Agcnda Pemeriksaan SetemPat Perkara
No.82/Pdt.G/2022 / PN..Tikcugatan penyerobotan tanah milik Pemprov

Lampung di Sabah Balau

LKIP Biro Hukum t mpuog Tahun 2022
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SIDANG SAKSI PERDATA
NO. I6/PDI.6/2O22IPN SDN PMH

TANAHPRAMUKA

t1:i@i!iiEi!

-{.
dliL g

aKlP Biro Hukum LamPung Tahun 2022
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PENUTUP

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Provinsi
Lampung 'fahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good GoternanceJ Biro Hukum

Provirrsi Lampung Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah

yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun

2O14 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Biro Hukum Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dapat

menggambarkan kinerja Biro Hukum Provinsi Lampung dan Evaluasi

terhadap kinerla yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Biro Hukum Provinsi Lampung menetapkan

sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (DuaJ indikator kinerja sesuai dengan

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022

yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan

sebagai berikut :

LKIP Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun 2022
IV.I

Biro Hukum

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran

dengan 2 [Dua) indikator.kinelia tersebut, secara umum telah sesuai

target yang ditetapkan dalam perjanljian kinerja. Dalam Tahun Anggaran

2022 untuk pelaksanaan prograr\, dan kegiatan pada Biro Hukum

Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin

dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

TAPBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar

I


